BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis dan mengetahui tentang
penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 di Masa Pandemi
COVID-19 di Indonesia. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer
yang dihasilkan melalui wawancara terhadap perusahaan serta data sekunder yang
didapatkan dari peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah- dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, maka dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Multi Utama Consultindo Surabaya telah memiliki pemahaman atas
penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 86 tahun 2020 tentang
pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah
(DTP) berdasarkan sosialisasi perpajakan yang  telah dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan juga dilakukan oleh lembaga yang
ditunjuk oleh Direktorat ~Jenderal Pajak (DJP) yaitu IKPI - (Ikatan
Konsultan Pajak Indonesia), sosialisasi perpajakan tersebut dilakukan
dengan media sosial (TV, WhatsApp, Email, dan sosial media) serta media
tatap muka yaitu seminar yang dilakukan dengan menggunakan zoom. PT
Multi Utama Consultindo Surabaya juga telah memiliki kesamaan
pemahaman dengan tujuan Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani yaitu
untuk meningkatkan atau membantu kebutuhan pekerja dan karyawan di

tengah wabah pandemic COVID-19 di Indonesia.
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 tahun 2020 yang berisi mengenai
pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah
(DTP) sangat bermanfaat bagi karyawan karena karyawan mendapatkan
kenaikan take home pay yang didapatkan dari pengembalian Pajak
Penghasilan Pasal 21 kepada perusahaan tidak lagi menyetorkan
Penghasilan Pasal 21 dan Penghasilan Pasal 21 tersebut telah ditanggung
oleh Pemerintah Indonesia.

3. Dengan adanya pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung
pemerintah (DTP) ini sangatlah membantu meningkatkan ekonomi
karyawan dan pegawai di PT Multi Utama Consultindo. di tengah wabah
pandemic COVID-19 yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020, tetapi
pada pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung
pemerintah (DTP) tidak luput juga dengan adanya sebuah kendala. Perlu
ditingkatkan pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya melalui
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memaksimalkan manfaat dari
diberikannya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah

(DTP) tersebut.

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini merupakan. penelitian yang masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu :

1. Dengan adanya pandemic Coronavirus Disease 19 yang ada di Indonesia
khususnya Kota Surabaya Jawa Timur yang menerapkan PSBB atau

(pembatasan sosial berskala besar) maka terjadi hambatan dalam proses
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wawancara, sehingga wawancara pada responden dilakukan secara terbatas
sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu responden penelitian yaitu
perusahaan yang memanfaatkan program pemerintah dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 yaitu Insentif Pajak Penghasilan

Pasal 21.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dan ‘pembahasan mengenai penerapan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 di Masa Pandemi COVID-19

di Indonesia ini, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa melakukan wawancara
pada narasumber secara tatap muka secara keseluruhan sehingga hasil
yang didapatkan bisa lebih baik.

2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa - memiliki dua atau lebih
responden perusahaan penelitian agar bisa membandingkan antara satu
perusahaan yang menggunakan insentif dan perusahaan yang tidak

menggunakan insentif.
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